








 



 



M ENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

20 Mei 2025

Yth. Para Gubernur
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
M ENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M/s/H K.04 .AoN nA25

TENTANG
LARANGAN PENAHANAN IJA-,'\H

DAN/ATAU DOKUMEN PRIBADI MILIK PEKERJA/BURUH
OLEH PEMBERI KERJA

Dalam rangka memberikan pelindungan bagi pekerja/buruh untuk
mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan
memperhatikan praktik penahanan ifazah dan/atau dokumen pribadi milik
pekerja/buruh, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah dan/atau
dokumen pribadi milik pekerjalburuh sebagai jaminan untuk bekerja. Dokumen
pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain sertifikat kompetensi,
paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor.

2. Pemberi keda dilarang menghalangi atau menghambat pekerjalburuh untuk
mencaridan mendapatkan pekeriaan yang lebih layak.

3. Calon pekerjdburuh dan pekerja/buruh perlu men@rmati dan memahami isi
perjanjian kerja terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan
ijazah dan/atau dokumen pribadi sebagaijaminan untuk bekerja.

4. Dalam hal adanya kepentingan mendesak yang dibenarkan secara hukum untuk
adanya persyaratan penyerahan ljazah dan/atau sertifikat kompetensi milik
pekerja/buruh kepada pemberi kerja, hanya dapat dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. tlazah danlatau sertifikat kompetensi tersebut diperoleh melalui pendidikan
dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian keria
tertulis;
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b. pemberi keda wajib menjamin keamanan iiazah dan/atau sertifikat
kompetensi yang disimpan dan memberikan ganti rugi kepada pekerja
apabila ijazah dan/atau sertifikat kompetensitersebut, rusak atau hilang.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta Saudara Gubernur
menyampaikan Surat Edaran ini kepada BupatiM/alikota dan pemangku kepentingan
terkait di wilayah Saudara Gubemur.

Demikian Surat Edaran ini, untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama
Saudara Gubemur, diucapkan terima kasih.

i, Ph.D.

Tembusanl
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik lndonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Pimpinan Organisasi Pengusaha; dan
6. Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
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Padang, 16 Juni 2025 

Perihal: Permintaan Pengembalian Ijazah Asli S2 

Kepada Yth. Rektor Universitas Bung Hatta di Tempat 

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

• Nama: Ir. Muhibbullah Azfa Manik, M.T. 

• NIDN: 1029066601 

• Unit Kerja Terakhir: Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri 

Universitas Bung Hatta 

• Alamat: Komplek Indah Pratama Blok H No. 26 Padang25146 

• Nomor Telepon: 085364664856 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta 

Nomor: 12075/SK-1/SDM-KP/VIII-2024, tertanggal 8 Agustus 2024, tentang Pencabutan 

Status Tugas Belajar S3 atas nama Ir. Muhibbullah Azfa Manik, M.T., maka dengan ini saya 

sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Berdasarkan poin "Kedua" dalam Keputusan Rektor Nomor: 12075/SK-1/SDM-

KP/VIII-2024 tersebut, secara tegas disebutkan bahwa "Dengan keluarnya 

Keputusan Rektor ini, maka Surat Tugas Belajar Nomor: 4236/UM-1/KP/VIII-2010 

tidak berlaku lagi". Hal ini secara hukum juga mengakhiri keberlakuan Surat 

Perjanjian Melanjutkan Pendidikan Doktor (S3) Nomor: 3605/Pend-5/KP/IV-2010, 

tertanggal 23 Juli 2010, yang merupakan dasar penyerahan ijazah asli S2 saya. 

2. Meskipun Surat Perjanjian Nomor: 3605/Pend-5/KP/IV-2010 tersebut kini telah 

dinyatakan tidak berlaku, namun perlu ditekankan bahwa ijazah asli S2 saya dari 

Program Magister Teknik dan Manajemen Industri, Institut Teknologi Bandung, 

diserahkan kepada Pihak Universitas Bung Hatta pada saat penandatanganan 

perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a dari 

perjanjian itu. Dengan tidak berlakunya perjanjian tersebut, dasar hukum 

penahanan ijazah saya juga menjadi gugur. 

3. Permohonan pengembalian ijazah asli S2 ini juga merujuk pada Surat Edaran 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/5/HK.04.00/V/2025, 

tanggal 20 Mei 2025, yang secara tegas menyatakan: 



o Poin 1: "Pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan/atau menahan ijazah 

dan/atau dokumen pribadi milik pekerja/buruh sebagai jaminan untuk 

bekerja. Dokumen pribadi tersebut merupakan dokumen asli antara lain 

sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik 

kendaraan bermotor." 

o Poin 2: "Pemberi kerja dilarang menghalangi atau menghambat 

pekerja/buruh untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak." 

Mengingat status saya sebagai dosen tetap Universitas Bung Hatta, 

penahanan ijazah asli saya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar 

saya sebagai pekerja/tenaga pendidik, sebagaimana dijamin pula dalam Pasal 

9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 

prinsip-prinsip penghormatan hak atas dokumen pribadi sebagaimana 

dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, saya menyampaikan permintaan resmi agar ijazah asli 

S2 saya dari Institut Teknologi Bandung tersebut dapat segera dikembalikan kepada saya 

dalam keadaan utuh dan tanpa penundaan lebih lanjut. Pengembalian ijazah ini adalah 

bagian dari pemulihan hak sipil dan administratif saya. 

Saya berharap Universitas Bung Hatta dapat segera menindaklanjuti permohonan ini 

dengan memberikan informasi mengenai prosedur dan jadwal pengembalian ijazah. Saya 

siap untuk mengambil ijazah tersebut pada waktu dan tempat yang ditentukan. 

Atas perhatian dan kerja sama Bapak Rektor, saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

Ir. Muhibbullah Azfa Manik, M.T. NIDN: 1029066601 

Tembusan: 

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Padang 

2. Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat 

3. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat 

4. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sumatera Barat 

5. Gubernur Provinsi Sumatera Barat 
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Ir. Muhibbullah Azfa Manik, M.T. Komplek Indah Pratama Blok H No. 26, Padang 25146 

Telepon: 085364664856 Email: orangpakpak@gmail.com 

================================================================================= 

Padang, 2 Juli 2025 

Perihal: Tanggapan dan Somasi (Peringatan Hukum) atas Surat No. 5132/UM-1/SDM-KP/VII-2025 

Kepada Yth. Rektor Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Diana Kartika di – Tempat 

Dengan hormat, 

Menanggapi surat Saudari Rektor Nomor 5132/UM-1/SDM-KP/VII-2025 tertanggal 2 Juli 2025 , yang 

pada intinya menyatakan bahwa Universitas Bung Hatta (UBH) tidak dapat menindaklanjuti permohonan 

pengembalian ijazah S2 saya karena tidak terdapat data atau dokumentasi resmi mengenai 

penyerahannya, maka dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Saya MENOLAK DENGAN TEGAS seluruh dalil dan kesimpulan dalam surat Saudari. Penyangkalan 

UBH terhadap penerimaan ijazah S2 saya tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan 

bukti otentik yang ada. 

2. Surat Saudari meminta saya untuk melampirkan "bukti konkret" atau "dokumen serah terima". 

Dengan ini saya tegaskan bahwa bukti tersebut sudah ada dalam penguasaan UBH sejak lama, 

yaitu  

Surat Perjanjian Melanjutkan Pendidikan S3 Nomor: 3605/Pend-5/KP/IV-2010 tertanggal 23 Juli 2010 , 

yang ditandatangani oleh Rektor UBH saat itu (Prof. Dr. Ir. Hafrijal Syandri, MS) dan saya sendiri, serta  

dikuatkan melalui Akta Notaris H. Hendri Final, SH. 

3. Sebagai rujukan hukum, perjanjian yang dilegalisasi oleh notaris merupakan Akta Otentik. 

Merujuk pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebuah akta 

otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Ketiadaan 

catatan administratif internal atau "dokumen serah terima" terpisah di pihak UBH adalah bentuk 

kelalaian internal, dan tidak dapat membatalkan kekuatan pembuktian dari sebuah akta otentik. 

4. Di dalam Akta Otentik Perjanjian tersebut, secara jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain, 

tercantum kewajiban para pihak: 

o Pasal 2 Ayat (1) butir a Perjanjian menyatakan kewajiban saya untuk: "Menyerahkan 

ijazah asli S2 kepada PIHAK PERTAMA pada saat penandatanganan perjanjian ini". 

o Pasal 2 Ayat (1) butir c Perjanjian menyatakan kewajiban UBH: "PIHAK PERTAMA 

bertanggungjawab terhadap keutuhan ijazah S-2 PIHAK KEDUA yang telah diterima". 

Dua pasal ini secara mutlak membuktikan telah terjadi penyerahan ijazah dan UBH telah menerima 

tanggung jawab untuk menjaganya. 

5. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda). UBH terikat secara 
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hukum untuk mematuhi setiap klausul dalam perjanjian tersebut. Penyangkalan Saudari Rektor 

terhadap klausul-klausul di atas menunjukkan itikad tidak baik (bad faith) dalam pelaksanaan 

perjanjian. 

6. Oleh karena itu, surat penyangkalan dari UBH ini saya maknai sebagai bentuk pengakuan atas 

ketidakmampuan UBH mempertanggungjawabkan keberadaan ijazah saya. Hal ini mengarah 

pada dugaan kuat bahwa ijazah tersebut telah hilang akibat kelalaian UBH, yang merupakan 

suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 

Berdasarkan seluruh uraian di atas, melalui surat ini saya memberikan SOMASI (PERINGATAN HUKUM) 

kepada Universitas Bung Hatta untuk: 

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak surat ini diterima, memberikan penyelesaian 

dengan memilih salah satu dari dua opsi berikut: 

A. Mengembalikan Ijazah Asli Magister (S2) saya tanpa syarat apapun; ATAU B. Menerbitkan Surat 

Keterangan Resmi bahwa Ijazah Asli S2 saya telah hilang saat berada dalam penguasaan dan tanggung 

jawab Universitas Bung Hatta. 

Apabila dalam jangka waktu tersebut UBH tidak melaksanakan salah satu dari dua opsi di atas, maka 

saya tidak akan ragu untuk menempuh seluruh upaya hukum yang tersedia, termasuk namun tidak 

terbatas pada, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Padang (sesuai  

Pasal 5 Ayat 3 Perjanjian ) untuk menuntut ganti rugi materiil dan immateriil, serta melaporkan tindakan 

ini secara lebih intensif kepada seluruh lembaga pengawas terkait. 

Demikian tanggapan dan somasi ini saya sampaikan agar menjadi perhatian serius dan segera 

ditindaklanjuti. 

Hormat saya, 

 

Ir. Muhibbullah Azfa Manik, M.T. 

 

Lampiran: 

1. Salinan Surat Perjanjian Melanjutkan Pendidikan S3 No. 3605/Pend-5/KP/IV-2010. 

2. Salinan Surat dari Rektor UBH No. 5132/UM-1/SDM-KP/VII-2025. 

Tembusan: 

1. Yth. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta 

2. Yth. Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat 

3. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Padang 

4. Yth. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat 

5. Yth. Gubernur Provinsi Sumatera Barat 
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